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A Latar Belakang Masalah

Transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi di abad ke 21
memasuki milenium ke-3 ini, berkembang pesat di seluruh bidang disiplin
ilmu. Pengaruh globalisasi seolah memberi gambaran yang jelas bahwa

dunia memasuki abad yang paling mencekam karena tanpa menguasai

disiplin ilmu pengetahuan.-yan aka-martaba % gsa itu akan

terpuruk olehllgen]éj'uan bangsa an_disiplin ilmufadalah suatu
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eh. “Pal i ini, hukum
meh. Pada tik nad , huku
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keharusan yang tidak d

menjadi parameter pe 2 at manusia dalam

menjalankan aktivitas hidupnya. L plementasinya hukum

ditempatkan sebagai panglima@upre of law) untuk mengatasi semua

kompleksitas kunci untuk
mengeliminir ambigu ' oksfglobal. Untuk itu
hukum yang ada di. % ‘;Wq I? pat hukum (Legal
opinion) akan « 'ranx ah hukum di
semua bidang tidak terkecuali bidang pendidikan.

Pendidikan adalah suatu proses pemuliaan kehidupan manusia.
Konsep pendidikan seumur hidup “long live education.” adalah konsep yang

memberi kesempatan kepada setiap manusia untuk memperoleh hak

dasarnya. Proses pemuliaan seorang anak manusia menuju peradaban yang

' H.F.Abraham Amos, Legal Opinion,PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, him.XIX



mengajaknya memiliki pengetahuan (knowledge). Pengetahuan mana
diperoleh dari proses pendidikan dan pengalaman. Pendidikan diperoleh dari
proses scholar sedangkan pengalaman diperoleh dari proses “ trial and error
atau sejarah.?”
Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Undang-undang
Dasar RI 1945, mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan, dengan demikian setiap-warga-negara wajib untuk mengenyam

pendidikan ﬁ ,

penyelenggafa - negara _mem

4

undang Nomor 20 Tahun RO

¢ "'pe{T rintah sebagai
mengusahakan  dan

menyelenggarakan sist

Sistem; Pendidik kan dalam Undang-

0 engarahkan agar sistem
u ataan  kesempata  pendidikan,

andidikan. Selain

Pendidikan | mampu  menj@

peningkatan mutu serta relevansi dan- ef

itu juga untuk -..Vﬁli’ tantangan sesuai

dengan tuntutan peruba lan kenlaupa d!‘m c’ esinambungan. Dengan
_ <N LEDJAJAA N > 7D
begitu pend|MMh a'sad »

adar dan terencana‘uhtuk mewujudkan suatu
proses pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi diri peserta didik

-

oleh para pendidik.
Jika kita melihat pada Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, maka pada Pasal 60 ayat (1) sebagaimana penulis kutib

dalam buku Hukum Perlindungan Anak karangan Abdussalam dan Adri

2 Naskah akademik Rancangan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM),Universitas A ndalas,2012
him.1



Eesasfuryanto menyatakan, setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan
dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat,
bakatnya dan tingkat kecerdasannya. Pendidikan dimaksud mencakup
pendidikan tata krama dan budi pekerti.> Dari pasal 60 ayat (1) Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut terkandung makna bahwa setiap

orang tua punya kewajiban untuk melaksanakan program wajib belajar 12

tahun. Berdasarkan program-—pemerinta bidang pendidikan maka
F’ NWERSlTAS ANDA[
Payal

umbuh memiliki kebijakar
negara, dimana dalam rencana.g

Pemerintah ah "'gagl dengan tujuan

gunar angka menengah daerah Kota

. AA“
Payakumbuh' telah dit nan per ah Kot

Payakumbuh

untuk menjamin terse 12 tahun bagi semua
warga masyarakat Kota Pay: ol argetkan tuntasnya program

wajib belajar hingga tingkdt BSMA dalam kurun w_a u yang telah

ditetapkan. P,/
Dalam usahg ---a.,;v‘m' semakin kompetitif
dan global, penyelenggara pendidikan memerlukan.sumber daya manusia

,,v‘\‘- ‘4; L) ql AJAAN w
yang memiliki W an “datam perkembangan

keilmuan. Di sini peran serta tenaga Pendidik atau yang disebut Guru, akan
sangat menentukan. Guru sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tidak hanya sekedar “transfer of
knowledge ”, melainkan harus membentuk kepribadian peserta didik sesuai

kultur yang ada.Ini menunjukkan bahwa peran guru sangat menentukan nasib

* Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Cet-V,
Jakarta, 2014, him. 29



bangsa dalam mencerdaskan kehidupan masyarakatnya. Dalam dirinya
melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya. Seorang guru harus
berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya
sesuai dengan tuntutan zaman.*  Kemampuan untuk meningkatkan potensi
peserta didik pada satuan pendidikan maka penyelenggara pendidikan pada
satuan pendidikan baik negeri ataupun swasta memberi peluang atau

NDA
pendidikan melalui =u ?aLaT dengan kepala

janji . sebagaimana diatur dals ang:ur dang Ketenagakerjaan.

Kebiasaan s m di  bidang
pendidikan mengakibatkan tujuan pendidikan dan program yang diinginkan
oleh satuan pendidikan hanya menggambarkan rumusan-rumusan
permasalahan dan prioritas yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu

bahkan cenderung sifatnya sepihak.

* A.Syafi’i Ma’arif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, Mizan, Bandung,
1993, him 151



Penerimaan guru honor pada satuan pendidikan biasanya terjadi karena
kebutuhan pribadi guru honor yang bersangkutan. Satuan pendidikan selaku
pemberi peluang kerja juga memiliki target dan tujuan institusinya sehingga
menerima begitu saja permohonan kerja guru yang bersangkutan sehingga
terjadilah kesepakatan antara satuan pendidikan dengan guru honor.
Perjanjian yang dibuat pada umumnya hanya dalam bentuk kesepakatan

secara lisan.

Perjanjir?ﬁl_ 1t kesepakatan ~lisan

dibenarkan oleh -uhdang-un ng

4

dapat mengajar pada satuan pgn

Jika ditilik dari pakatan yang cenderung
‘-\ AJ

sepihak ini sangat:mem NgKInKan terj ‘glmw- vanprestasi atau juga
("_ “L)“A',AA
N K L N
perbuatan mehanzﬂuk m

9 -1.11 c E' C
tentang kebebasan berkontrak atau kebebasan untuk melaksanakan perjanjian,

i eruﬁf an hal yang

n_memiliki perjanjian baku

aXal

A:ﬁ.’

urti-honer dengan Kepala Sekolah.
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Kesepakatan yang dibu 5 guru honor tersebut

U'guru bersangkutan harus

tunduk pada [ketentuan yang a satuan pendidikan tempatnya

mengajar.
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adanya adagium
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menurut Mariam Darus Badrulzaman,® asas tersebut berlaku secara universal
walaupun keberadaan asas kebebasan berkontrak itu sebenarnya merupakan
cerminan dari penegasan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pembentuk undang-

undang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud tidak hanya semata-mata

® Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, him 82-83.



perjanjian bernama tetapi juga meliputi perjanjian tidak bernama. Artinya
kebebasan berkontrak tidak hanya milik KUHPerdata tetapi bersifat universal
seperti halnya dalam hukum Inggris.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas dalam hukum Perjanjian. Asas
perjanjian dimaksud menimbulkan hubungan hukum yang karenanya lahir

hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan tunduknya guru honor

adanya asas ¢ - sunt-se a'ﬁsef) gai undang-

undang bagi para pihak). Apabi UHPerdata pada

buku ke Il teptang peri atan-itu-menganut sistem terbuka
‘ ~ A

-~ s

(contractsvrijheid) ma bekti: mempunyai

makna bahwa setiap orang fbeg atau tidak | mengadakan

perjanjian, mengadakan perjafjjian de apa saja dan beb_as menentukan

tidak boleh

dar sixsilaan.6

mac »or.,.m@% bahwas asas kebebasan

DJAJAAN o>
m bagdi"penafsifan-dan hal ini sangat

isi,syarat dan

bertentangan dcin unde

Abdulkadir Mu a
dalam perkemﬁé&ﬁhy&\ 1 :’
berdampak pada perkembangannya sehingga menimbulkan berbagai jenis
perjanjian walaupun isi muatannya terdapat ketidakseimbangan antara hak
dan kewajiban para pihak.’ Pendapat ahli tersebut dalam perumusan isi

perjanjian bisa saja terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat,

® R.Subekti, Aneka Perjanjian, cet-kesepuluh, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1995,
hlm.2

” Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indenesia, Citra Aditya Bakti, 2000,
him.27



dimana asas kebebasan berkontrak oleh para perancangnya terkandung
muatan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara guru honor dengan
penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan. Dengan tidak adanya
keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak tersebut maka
pemerintah daerah di Kota Payakumbuh mengambil kebijakan dengan

memberikan insentif kepada guru honor . Kebijakan pemerintah daerah Kota

epada_guru-guru honor tersebut

NWERSITAS ANDAL,A =
akan penyelamatan—kesejahteraan masyarakat

yang diangga

bulkan ketidakseimbangan

guru honor di Kota Payaku

D
pelaksanaan prestasi ant esepakatan. Dengan

adanya honorarium dal umbuh untuk para

guru honor dif sekolah negeri ap/ guru tetap yayasan di

sekolah swasta, dimana insen lterseb era pada DPA Dinas Pendidikan

2

Kota Payakumb '3‘* pro Pe / Perkantoran
melalui keglata iPerkantoran
menyebabkan ' aie al --aL, u, kepada guru honor

“ ﬁ)lhgas/ tambahan lain

tersebut tidak ha /A Lilen
sesuai kebutuhan satuan pendidikan tersebut. Hal ini terkesan adanya

tindakan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan bagi guru honor baik
yang bekerja di sekolah negeri ataupun swasta. Waktu yang mereka pakai

untuk bekerja tidak seimbang dengan penghasilan yang mereka terima.

® Insentif adalah istilah yang dipakai dalam SK Walikota Payakumbuh untuk
memberikan dana bantuan kesejahteraan guru honor sebagai prestasi kerja yang dilakukannya
dalam mendidik putra-putri Kota Payakumbuh. Kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia,
insentif diartikan sebagai tambahan penghasilan (uang,barang, dll) yang diberikan untuk
meningkatkan gairah kerja atau uang perangsang.



Sementara kalau dilakukan penuntutan hak, guru honor tersebut juga tidak
dapat melakukannya  karena guru honor bekerja hanya atas dasar
kesepakatan lisan dan SK Pengangkatan sebagai guru tidak tetap atau guru
tetap yayasan untuk guru pada sekolah swasta dan SK Pembagian Tugas
Mengajar untuk guru pada sekolah negeri.

Surat keputusan baik yang dikeluarkan kepala sekolah ataupun ketua

yayasan umumnya tidak membe epastian_hukum akan keberadaan guru

Bagi gu @l nege ereka sudah
merasa senangidan diharga be engajar dan
- goi. Penghasilan
yayasan di seklgggﬂa'st g asan tida ’é'rikan kepastian
hukum, karena dalam SK pengangkatan sebagai guru tidak tetap yayasan
(GTTY) ataupun guru tetap yayasan (GTY) tidak tercantum hal-hal yang
mewakili kepentingan dan perlindungan hukum guru honor. SK ketua
yayasan berisikan penetapan sebagai GTTY atau GTY dengan honorarium

yang dibayar per jam dan tidak berupa gaji dengan upah minimum.



Sekolah swasta dalam mengeluarkan SK Penetapan sebagai guru tidak
tetap/guru tetap tidak memiliki format yang baku. Sehingga tidak ada
keseragaman dalam prosedur dan pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan
sesama sekolah swasta. Ditemukan ada SK ketua yayasan yang
mencantumkan jangka waktu pelaksanaan tugas dan ada pula yang tidak.

Begitu juga besar honorarium, ada yang tercantum dalam SK dan ada yang

tidak. Dengan begitu guru_tetap n-tetap disebut guru honor walau
NWERSYFAS ANDAL
asulk Tdf;" nya namun

-honor, guru tetap tida
ielainkan sama dengan guru

dalam penger
karena gajinya d’ibayarkan tidak

|

tidak tetap plida sekol pada sekolah negeri,

honorarium dibayarka Ilkan masalah bagi

guru tidak te ép atau gurul tetap sebut. Hal ini lah yang
mengakibatkah kepala sekoldhli me an tenaga gur'u-_ onor. Selain
mereka punya A juga tidak

membuat hitung- sekolah merasa

sangat terbantu dengan.k

e :
Kalau dﬁa@l&hﬂa

guru-nono
\(ED"A"AAN 1

pentingan gurd o’ tersebut maka dapat
dikatakan bahwa guru honor dimana pun mengajar baik di sekolah negeri
ataupun swasta tidak ada yang membuat perjanjian tertulis sesuai ketentuan
KUHPerdata maupun perjanjian kerja sebagaimana diatur Undang-undang

ketenagakerjaan. Tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap guru yang

dipekerjakan, menurut hemat penulis, guru-guru honor itu tidak dapat



melakukan tindakan apapaun apabila terjadi hal-hal yang merugikan dirinya
dalam menjalankan prestasi.

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang
menyatakan bahwa semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di
lingkungan instansi pemerintahan dilarang mengangkat tenaga honorer atau
sejenisnya (Pasal 8 PP Nomor 48 Tahun 2005) , yang kontroversial dengan

pendidikan serta adanya

A A -
ketentuan dan persyarataan-tertentu untuk pemberian-ba gpada sekolah
swasta oleh pemeri ta e 1 ang menarik
bagi penulis I alam.ber ajian ilmiah berupa
tesis pada P Universitas

Andalas Pada >S1S JAAN PE‘ BAYARAN

INSENTIF KEPA KUMBUH”.

ah, di atas maka

dapat diajukan’bebes asalah™ pok 130 e uskan sebagai

berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian yang dapat diterapkan terhadap guru
honor di kota Payakumbuh?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap guru honor di kota

Payakumbuh?
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3. Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran insentif kepada guru honor di

kota Payakumbuh?

C Tujuan Penelitian
Bertitik tolak kepada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian
ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan

yang merupakan hipotesa edangkan secara khusus tujuan

Manfaat yang akan diperolah dari penelitian tesis ini adalah
manfaat teorits dan manfaat praktis.
1. Manfaat Teoritis
a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan

merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tesis.
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b. Menelaah teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan
Pasca dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.

c. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang hukum
keperdataan dengan mempelajari literatur yang ada dan
dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam

masyarakat.

— I NIVERSITAS ANDA[ 4 o1

~ - P

Penelizr;y&n’g akan_dilé

2. Ma

: 'Inya. dabgit dirasakan dan

-~~~
~

berguna bagi pih ] im'pelaksanaan pembayaran insentif

L B W
kepada guru ho

e
-

E Kerangka Teoritis dafil iKonse

Kerangka

a. Pengei ﬁ..v uan pendidikan.

ano g " har _bisa menularkan

".\,- KLD“A’AAN
penghayata ISR 3 akhla

kepribadiannya kepada
peserta didik. Dalam konteks pendidikan, guru adalah model atau sentral
identifikasi diri yang menjadi pusat anutan, teladan dan konsultan bagi
peserta didik.’ Guru sebagaimana disebutkan dalam Bab 1V, Pasal 8,
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, wajib

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat

® Abdul Kadir Muhammad, Ibid, him 213
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jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian Pasal 2 ayat (3) memberi ruang kepada pejabat pemerintah
untuk mengangkat pegawai tidak tetap.Ketetapan tersebut merupakan

antisipasi atas keterbatasan pemerintah serta keseriusan pemerintah

dalam melayani masyara a-filosofis kebijakan tersebut memiliki

WERSITAS ANDAL
) , hamun dalam prakte

signifika

. 'é’l@lg:i aannya dalam

birokrasi pengangkatan_peg p.serta pengelolaanya menjadi

‘

banyak yang menafsirkah la Kepada dasar hukum yang

bias dan cenderu 3, peraturan perundang-

undanga alam | pengertiannya

yang

ada saat ini, seperti hg

Pegawai ak Tetap enaga Sukwan,
Tenaga -APBD/APBN
dan PTT, Keluarya Peraturan Pemerintah omor 48, Tahun 2005 jo
Peraturamm ont

menjadi dilematik dan pragmatis di lingkungan Pemerintahan Daerah,

jadi dalam paradigma sekarang

Q
O
\

no Tenaga Honorer

khususnya untuk para Pegawai Tidak Tetap. Keberadaan pegawai tidak
tetap telah menjadi “abu-abu” dan terjadi pemilahan yang secara nyata

sehingga menimbulkan perpecahan di lingkungan aparatur khususnya di

19 Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksnaakan tugas tertentu pada
instansi pemerintah atau penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD

13



lingkungan pegawai tidak tetap karena tidak adanya pengakuan secara
hukum.

Tenaga Guru Honor ' yang akan penulis bahas pada tesis ini
adalah tenaga guru Honor Non APBD/APBN yaitu tenaga Sukwan
ataupun Pegawai Tidak Tetap yang bekerja dan mengabdikan hidupnya
menjadi aparatur pemerintah yang pembiayaan gajinya tidak didanai oleh
APBD/APBN tapi dibayar-berdasarkan_keiklasan para pegawai negeri
yang dit@?. ata al-insta 7\. ut yang besar

pembayarannya tidak mener ilkan dari dana BOS atau dana

!

hg terbentuk secara se ga unsur materil publik yang

komite sekolah.

Peraturan Pe )5 adalah kebijakan
publik
lainnya iqbaikan. ,,....' < an ini, maka secara otomatis akan

menimbulkan reak  dari masyarz as pemerintah

sebagai ;i ._.,v_.

disebut Morn opol t| mb yubl gabaikan syarat-syarat
\(XD“A’AAN v h
pembentu%rr e

penierintah yang selalu
beralasan klasik mengenai keterbatasan anggaran negara adalah klise

n| jugalah yang

belaka, namun didalam kebijakan tersebut sebenarnya sarat dan kental
dengan kepentingan politik pribadi atau golongannya sendiri.
Banyaknya tenaga-tenaga pendidik selain PNS yang berstatus

guru honor baik di sekolah negeri dan guru tidak tetap atau guru tetap

™ Guru Honor menurut kamus bahasa Indonesia adalah guru yang tidak digaji
sebagai guru tetap tetapi menerima honorarium berdasarkan jumlah jam pelajaran yang
diberikan.
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yayasan pada sekolah swasta di Indonesia umumnya dan di Kota
Payakumbuh khususnya, secara nyata aktif mengabdi dan memiliki
dedikasi yang tinggi, namun kesepakatan yang terjadi antara para pihak
hanya merupakan perjanjian sepihak yang cenderung tidak mengikat
antara guru honor dengan kepala satuan pendidikan (Kepala Sekolah), ini

adalah gambaran memprihatinkan dalam dunia pendidikan dan

ketenagakerjaan di Indonesia-
UN\VERSITAS ANDALAS -

Teori-tea

normatif

GO ]
angan Salim HS dan

Erlies Septiana Nurbaini, mengungkapkan tugas teori hukum yaitu
menganalisis dan menerangkan pengertian hukum.*? Menurut Sarantakos
dalam bukunya “Social Research” sebagaimana penulis kutip dalam
bahan ajar pengantar teori hukum Elwi Danil, bahwa teori itu adalah

seperangkat atau gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama

"2 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerpaan Teori Hukum pada Penelitian
Disertasi dan Tesis , Buku Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, him. 1
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lain,dan diuji serta disajikan secara sistematis. Teori dibangun dan
dikembangkan melalui riset dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan

menjelaskan suatu fenomena.'®

Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori
Hukum itu adalah cabang ilmu yang membahas atau menganalisis tidak
sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan
secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan
metode interdisipliner.*

(VERSITAS ANDA] 4
Sesuai Fﬁa gka teoritis yaitu ..~a.. angan tentang

teori-teo i’ryahg melandasi maka penulis

4

b. Teofi Keadilan / Justige

menggu ékan 2 (0

a. Teori Perikat

AdaTe r'iAPerikatan/ th@i@ol

yang terji :

lapangan  harta ke m’-n, A pihak yang satu berhak atas prestasi
& ar KEDJAJAA
dan pihm aji

Y

[Ietak di dalam

ungan hukum

S
smenuhi prestasisi dalah apabila 2

(dua) orang mengadakan perjanjian ataupun apabila undang-undang
dengan terjadinya suatu peristiwa untuk menciptakan suatu perikatan
untuk memenuhi suatu kewajiban. Perikatan memiliki 4 (empat) unsur

yaitu :

" Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, .Rajagrafindo Persada, 2006, him. 12

** Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Univ.Atmajaya, Jogyakarta, 2011, him .87

1> Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku 111, Hukum Perikatan dengan
Penjelasan, Edisi Kedua, Cet-2, Bandung, 2006, him.1
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1.Hubungan hukum
2.Kekayaan
3.Pihak-pihak
4.0bjek Hukum (prestasi)
Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum

melekatkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada

pihak lainnya. Apabila idak mengindahkan ataupun

N‘\]ERSlTAS ANDAL
an-tadi lalu hukum mema

aya hubungan
menilai suatu
hubunga kang-maka mempunyai
Kriteria tertentu an terhadap sesuatu

U dapat disebutkan suatu

itu tidak tetap.
yang dapat dinilai
dapat dinilai
dengan uang riaka huburoa e mérupakan suatu perikatan.
Tetapi apabila suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan
uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu
hubungan itu diberi akibat hukum maka hukum pun akan melekatkan
akibat hukum pada hubungan tersebut sebagai suatu perikatan.

Perikatan disebut juga dengan perjanjian. Perbedaan antara

perikatan dan perjanjian terletak pada sifathya.Hukum Perikatan hanya
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ada dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum Perjanjian karena
merupakan suatu hubungan hukum maka sifatnya abstrak. Sedangkan
perjanjian batasannya ada dalam pasal 1313 KUH Perdata bahwa suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih lainnya, itu merupakan perbuatan hukum

yang sifatnya konkret.

perjanjian—dalam—pasal 1313 KUHPerdata tersebut

wERSlTAS ANDAL A
arus” Badrulzaman *® " bahwa ﬁ%ng? ian perjanjian

Rumusan

menurut -

yang terflapat dalam keten

4

as. Tidak lefo

UHPerdata juga mendapat

-~~~
-~

kritikan | dari par aitup-definisi pefjanjian dalam
-
-~ -

o YO
-~
~

ketentuah pasal lengkap dan juga

terlalu uskan hahya mengenai

perjanjian sepihak saja @dh karena dapat"m. cakup hal-hal

perbuatan melawa ,;:- annya.
[ — _— s

Selanjutnya R dale u‘m hid Patrik merumuskan
NN KEDJAJAA N
perjanjlzm\t\eﬁdgm‘-— i

Uatan  hukur ag"® terjadi  sesuai  dengan
formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari

mengena arga, termasuk

5

persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang
ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu

pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban

*Mariam Darus Badrulzaman, Ibid, him.89
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masing-masing pihak secara timbal balik.)” Menurut R.Subekti bahwa
perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
seseorang lainnya atau kedua orang itu saling berjanji untuk saling

melaksanakan sesuatu hal. 8

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad
mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua
orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal

dalam lapangan harta_keka gitu juga R.Wirjono Projodiko
: NWERSlTAS ANDAL_ =

menge ﬁa Ha perjanjian adalah™ suatls 'peq;;f

mana satu pihak berjanji

hungan hukum

mengenai harta benda anta

atau dianhggap be sedlangkan pihak

lain berhak menur

Dari pengertia as maka dapat

DEN|3 ebut di a
dikataka '- erjanjian itu mefupakan suatu

_bahwa padd
kesepakatan untuk ,' l._ e a/dua orang atau
lebih ya”g v Jg lainnya yang

menimbulg &'lb d' : pihak_, dengan tetap
} . K ‘4 L) ql A , A A N
memper%kaﬁ.‘ke’t : . :

peratula
Dalam suatu perjanjian yang disepakati ketentuan undang-undang juga

angundangan yang berlaku.

menentukan tentang adanya suatu syarat sahnya perjanjian. Keberadaan

syarat sahnya perjanjian dimaksudkan agar perjanjian yang telah lahir

' Purwahid Patrik, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Seksi Hukum Perdata FH

UNDIP, Semarang, 1996, him.47-49

19

him.78

' R. Subekti, Hukum Perjanjian,, Intermasa, Jakarta, 1987, him.10
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990,

2 R. Wirjono Projodiko, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bale Bandung, 1989, him.9
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tidak cacat secara hukum, dalam arti perjanjian tersebut tidak batal demi
hukum atau dapat dibatalkan.
Syarat yang harus dipenuhi suatu perjanjian sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah :
a. Adanya kesepakatan mengadakan perjanjian

b. Adanya kecakapan untuk membuat perikatan

c. Adanya hal terten
{VERSITAS ANDA
d. =-- auisa yang halal atau'o . '

Mengacu kepada HPerdata fersebut maka

aXal
Eal

A“A

AN

Ca ﬁﬁ

L B W

_~ s

perjanjia n yang d gan satuan pendidikan

(Kepala {Sekolah perbolehkan, namun

kalau ki

A melihat kepada jPere ah” Nomor 48 Tahun 2005

Kesepakatan "sg's orang untuk
mengikat : ) ada tidaknya
perjanjlan -’/ nyatakan bahwa
ﬂwiﬁ rena ata se tartlnya secara

perjanjla sema
o K‘DJAIA,\N
umum tm an  formalitas terte g disyaratkan. Ini berarti

juga bahwa perjanjian yang dilakukan oleh guru honorer dengan satuan

-

pendidikan (Kepala Sekolah) adalah hal yang diperbolehkan .

Teori Perikatan atau Perjanjian disebut juga dengan Teori
Kontrak atau The Contract Theory (bahasa Inggris) atau Contract Theorie
(bahasa Belanda), mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan karena teori
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kontrak adalah teori yang menganalisis hubungan hukum antara subjek
hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. %

Secara teoritis, pengertian kontrak tercantum dalam Pasal 1
Restatement (second) of Caontracts Amerika Serikat 1932, A contract
is:?*“ A promise or a set of promises for the breach of which the law
gives a remedy, or the performance of which the law in some way

recognizes as a duty”. (arti ontrak adalah sebuah janji atau

seperangkat janji-sebagz 1 @-lg??( n sesuatu atau
tidak melakukan sesua yang di't:'é'n kan sehingga

para pihik membe p). ISt janji itu dimana

salah satu pihak gkan pihak lainnya

mengak ihya atau janj ganti rugi apabila terjadi

pelanggaran -terhadap isi fkontr: a dua pihak yar_1 terikat dalam

kontrak \ , lan Por / orang yang

melaksanakafm.atat awarkan kehendak atau
‘-\4

niatnya. ,@j an @h qﬁlm g ditujukan terhadap

: KH).)AJAAN >
kehendak M < Bentu ptrék: yang dibuat oleh para

pihak dapat dilakukan dalam bentuk lisan, tertulis dan perilaku para
pihak.

Kontrak menurut David J Mack, sebagaimana penulis kutip
dalam buku penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis

karangan Salim dan Erlies Septiana Nurbani adalah sebuah persetujuan

?! salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op cit, him.239
22 salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Ibid
% Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani ,1bid, him.240
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antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan kewajiban hukum semua
pihak yakni untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu
atau serangkaian tindakan (an agreement between two or more parties
that creates an oblogation on all parties to perform or not perform a
particular action or set of related actions ) ?* Dengan pengertian
kontrak David J Mack tersebut maka yang masuk ke dalam unsur-unsur

kontrak adalah :

3. Ada gla kewaj

4. Melakukan se

pa ikatqk% bahwa Teori

bari pengertia

e

Kontrak} merupakan te@rll yan gkaji dan .me:’q alisis tentang
hubungal . um yang satu
dengan Jum yang satu
berkewajiba n.. @1@ pihak yang, Jain berhak atas

sesuatu. De' 'den objek kajiar ontrak itu hanya 3 (tiga)
yaitu :

1. Hubungan hukum para pihak

2. Adanya subjek hukum

3. Adanya hak dan kewajiban.

** Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani , Ibid
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b. Teori Keadilan/Justice Theory

Teori Keadilan merupakan teori yang mengkaji dan
menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau tidak sewenang-
wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu
yang lainnya. Teori ini dimulai sejak Aristoteles dan dikembangkan oleh

Plato. Dalam bahasa Inggris teori keadilan disebut juga dengan theory of

justice dan dalam disebut dengan theorie van

DAY,

9 ‘ =5 o
rechtvag ﬁ :‘N okus teori keadilan adals 'e_qa
yaitu kqua{n: yang terd: arakat. Dala

yang hakiki

realitasnya,

- -
banyak fmasyarak lendapat- ketidakadilan. Seringkali
L B W
s

institusi {terutama indungi kaum yang

kuat sehingga masyarakat
B

sebagairpana mestinya. | §

X

kedua Sali

S ds entang Penerapan Teori
N—\ el

Hukum pada Penelitian Q_a...e1m- ~bahwa, fokus konsep
e :
keadilan pa' pErling

emah tidak terlindungi

b dalam buku

djuan klaim adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara
artinya kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama

kedudukannya atau kedudukannya seimbang. Teori keadilan ini

25 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Ibid , him.25
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dikembangkan Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart dan Jhon Rawls. Plato
mengatakan bahwa esensi keadilan itu berkaitan dengan kemanfaatan.?®
Kerangka Konseptual.

Pada prinsipnya kerangka konseptual adalah landasan pemikiran
tentang pemberian makna atau arti sesuatu yang dijadikan pokok kajian

dan diperlukan dalam usaha mengantarkan kepada pembahasan. Hal ini

erat kaitannya dengan—judul—penelitian tentang “Pelaksanaan
NIVERSITAS AND A
@T entif-kepada guru honor di ﬁa}lﬁ mbuh”.
engan penyelenggara satuan
= .

Kesepakatan antara
”~ -

pendidikan dalam kolah-adalah, merupakan perikatan
Lo B N
-~ o~

pemba

ir dari gan | hukum yang

yang |3

Kepada para pihak yang

memberikan hak dan mele

membuat perjajian berd@drkan mauan dan keh'en ak sendiri dari

para piha \ ersal
yang dibuats,.atat a seeara sepihak oleh
‘-\4

penyelenggara satuan pendidika 'o'm dimungkinkan terdapatnya

) _l.", : : KEDJAJAAN
ketldaksm%ah ol imusan atad"

hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian yang terjadi hanya

sebut. Perjanjian

S

anjlan-terutama mengenai

dalam bentuk kesepakatan secara lisan dan belum berbentuk perjanjian
baku namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak memungkinkan
perjanjian dibuat sesuai kesepakatan para pihak tetapi pada prinsipnya

harus sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

2% Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani , Ibid, him.29
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Asas keseimbangan sangat erat kaitannya dengan keadilan para
pihak sebagaimana dikemukakan Satjipto Raharjo bahwa asas
keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip
transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum
dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat,

olen karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat

melindungi pihak yang m i-posisi-yang tidak menguntungkan.*’

- NWERSlTAS ANDA
Perjanjian-—secara  yuridis  ditéga

Pasal 1313

4

cenderung bersifat sepihe

KUHPerdata bahwa pe atu perbu:é'fc dengan mana

satu orahg atau le dap satu‘orang lain atau

lebih. Rumusan i a ahli hukum karena

perjanjian  itu  merupakan

perbuatah hukum yang Bsifatnyz pihak atau timba_ll balik. Namun

dalam pas asas-asas dalam

Perjanjlan il ndasan lahirnya

ketentua -ketentuan yang dibuat .1.1- pe ntrak (perjanjian) seperti
l-‘\__ : E DJAIAAN
halnya perja U orer der S . Kalau kita kaitkan

dengan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003,
perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat

perjanjian kerja ada yang merupakan syarat formil dan ada yang

%7 Satjipto Raharjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, him.50
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merupakan syarat materil. Syarat perjanjian formil diatur dalam Pasal 54
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan syarat perjanjian
materil diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 2
Syarat Materiil dalam perjanjian kerja berdasarkan Pasal 52
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah bahwa perjanjian kerja itu

dibuat atas dasar :

a.

huruf a'd ) , an kerja itu dapat
dibatalkan. ; : -- ntangan dengan

3 perjanjian kerja

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 mengadopsi
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut KUHPerdata Pssal 1320
bahwa perjanjian kerja adalah salah satu bentuk perjanjian sehingga harus

memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan

28 Asri Wilayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta,
2014, him 42
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Pasal 1320 KUHPerdata. Suatu perjanjian dikatakan sah menurut Pasal
1320 KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur yaitu :2°
a. Adanya kesepakatan

b. Kecakapan berbuat hukum

c. Hal tertentu

d. Causa yang halal ( sebab yang dapat dibenarkan)
Jika kita melihat-kepada—gu hononer di Kota Payakumbuh
N\VERSITAS ANDA A
maka guru honorer-sebagai pekerja memr kerja dengan

a. Nama dan alamat pekerja / buruh

b. Tanggal mulai bekerja
c. Jenis Pekerjaan

d. Besarnya upah.

% Asri Wilayanti ,Ibid, him 43
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Mengacu kepada pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-undang
Ketenagaakerjaan di atas maka pekerja / buruh tersebut digolongkan
kepada pekerja / buruh harian lepas atau kalau kita melihat pada instansi
pemerintah disebut dengan Tenaga Harian Lepas (THL). Tenaga Harian
Lepas (THL) adalah pekerja/ buruh yang bekerja untuk melakukan

pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan

volume pekerjaan serta_upah-y diterima_didasarkan pada kehadiran.

NWERSITAS ANDAL
ini-dapat dilakukan dengan pe

Untuk pe £ ]’T@_@\ﬁ( rja harian atau

=

lepas. |-

'Perjanji kan dengan ketentuan

‘ ) satu) hari dalam 1
<eria dikecualikan ldari ketentuan
o & a. Apabila perjanjian kerja harian

lepas dil \ denga :.‘ - 21 (dua puluh
satu) harl

v iitau lebih maka

perjanjian_k a| j@\- rubah menje d PKWTT. Pengusaha /
l-‘. XDJAJAAN <5
pemberim g\ X '

ekerjakan- pel borth-harian lepas wajib
membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis .*

pekerja [ ‘buruh b

(satu) b Ién. Perjanjia

jangka waktu (PKWT)

Merujuk kepada peraturan ketenagakerjaan di atas maka guru
honorer tidak dapat dikategorikan kepada pekerja / buruh jenis apapun.
Guru honor bukan Pegawai Negeri Sipil, bukan tenaga harian lepas atau

buruh perusahaan, namun oleh pemerintah daerah melalui DPA Dinas

*® F.X. Djumialdji , Perjanjian Kerja, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Him.14
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Pendidikan Kota Payakumbuh didanai dengan pemberian insentif sebagai
wujud  kepedulian  pemerintah  daerah terhadap kesejahteraan

masyarakatnya untuk tenaga pendidik.

F Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

[atu—-eara_untuk mengetahui
DALAg

Menurut
emberikan
* mempelajari,

yang

kebenaran
secara sfigan  proses
'\?TL'K
penelitian tersebut penulis” dapa

meng

dikumpulkan untuk kemudian diolah. ** Penelitian pada dasarnya

analisa terhadap data yang

adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode

ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan

31 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,, Ul Press, Jakarta,1986, him.6
* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan
Singkat ,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, him.1
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kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang

ada.®

Berkaitan dengan penulisan tesis ini maka penulis menyatakan
bahwa metode pendekatan penelitian tesis ini adalah metode pendekatan
yuridis empiris artinya penelitian yang penulis lakukan adalah

mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan penelitian

memeca SU- ¥ _,i

2. Sifat/Penelitiaan

Penelitian { akukan a penelitian dengan
_~ s

menggu ajkan m : aksudnya untuk

memberikan data yang@isetelit In tentang suatu | keadaan atau

gejala-ggjala lainnya.™ "Di eskriptif _karena  penelitian ini

diharapkan mber ( i, sistematis dan

. dasar hukum

.'. ol

- -5;
BANY

menyelu P SEQE Vang.o

pembay{ sentif &..%»

O O
5

FUIATAA N

"-\‘.TL'K
. B AU -
Dikatakan analitis karena penulis akan menghubungkan,

membandingkan dan memberi makna terhadap perlunya perjanjian
dalam bentuk baku dan dasar hukum para pihak terhadap pembayaran

insentif kepada guru honor oleh Pemko Payakumbuh.

* 1bid, him 13

3% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Cet-2, Jakarta, 2010,
him 0

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2001, hm.89.

*® Soerjono Soekanto, Op.Cit.

30



3 Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Teknik penelitian yang akan penulis lakukan adalah teknik
sampling artinya penulis akan mengambil populasi di Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh. Kemudain penulis akan mengambil sample di
beberapa sekolah negeri dan swasta melalui wawancara dengan pejabat

terkait.

4 Alat Pengumpulan-Bat A
UN\VE%Q A ANDALAS ~

Alat pengumpulan bahan hukum yang akan penu

gunakan dalam

—

penelitien’ ini adala aitu melakukan penelitian

studi kepustakaa -:-,-.?:{3,, ata primer atau studi

-~ A

lapangan (field r lukan saja., karena

bémbe D0

f ke hono ':akumbuh.

penulis tentunya butuh sa ke pihak yang kompeten

tentang pembayaran i

5 Pengolaha

peng( an date penulis lakuka 1 ng dibutuhkan
) AR (e

telah terkumpul._seturihnya Joaik /dariy; perpustakaan ~maupun dari
. TUKL o BAN -

W O o R
lapangan. Pengolahan data akan dilakukan dengan editing artinya suatu

kegiatan yang dilakukan untuk meneliti kembali catatan-catatan data
yang diperoleh guna mengetahui dan memilih data yang diperlukan

untuk proses penulisan selanjutnya.®’

Setelah melakukan editing maka penulis akan melakukan analisis data

dengan cara meneliti kelengkapan data, kejelasan data untuk kemudian

% Atik Catur Budiati, Sosiologi Konstekstual, Mediatama, Jakarta, 2009, him 8
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disusun secara sistematis dan konsisten guna memudahkan analisa. Data
yang pertama kali harus dikoreksi adalah data yang diperoleh dari
lapangan. Penulis akan melihat apakah perumusan masalah dapat
ditemui di lapangan. Setelah itu dilihat data sekunder atau dokumen
kepustakaan. Tujuannya agar hasil temuan lapangan dapat memiliki

acuan untuk melakukan analisis.

Dengan memperbanding ein_dengan das sollen, antara

UNWERSITAS ANDALAS -~ _
data sek E 1gan data primer untuk bagian-ter maka penulis

A,

akan membuktikan apakah akang| salah, perumusan masalah,
. . ¥ P X =
dan tujuan penel “'ﬁ'ﬁgﬁl* ang utuh dan dapat

) . -~ A
menjawab pertan

G Sistematika Penulis

Dalam penulis: ' esi antinya terdiri dari beberapa bab

yaitu :

BAB.I Pk JLUA A“
AP
Jjuan penelitian,  ma '

penelitian, kerangka

usan masalah,

keaslian penelitiam,
teoritis konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika
penulisan tesis yang bertujuan untuk mengantarkan pemikiran pembaca
ke pokok permasalahan yang akan di bahas.
BAB.II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka berisi kerangka teori yang

memaparkan tentang tinjauan umum perjanjian yang berhubungan
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dengan persoalan pelaksanaan pembayaran insentif kepada guru honor
di Kota Payakumbubh.
BAB.III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisa data yang menguraikan tentang
rumusan masalah.

BAB.IV PENUTUP

tesis ini,

secara te
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